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BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 71 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 - 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tabun 2014 
ten tang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun 
rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rene ana 
strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada 
setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
ditetapkanj 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Peru bah an Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu menetapkan Reneana 

Strategis Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya tentang Rencana Strategis Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2016 - 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan I abupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara R publik Indonesia Tabun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20 8 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) supaya 
disempurnakan menjadiPera uran Pemerintah Nomor 26 
T hu 2008 tentang Rencana Tata Ruang ilayah asional 
(Lemb an Negara R pub ik Indonesia Tabu n 2008 Nomor 
48; Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Perner'ntah Nomor 13 Tahun 2017 t ntang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tabun 2008 Tentang 
Rencana Tata Ruang ilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 ornor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (1embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Nomor 6178); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
NomoI' 6323) ; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJ MN) Tahu n 2015 - 2019 ; 

12 . Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan J angka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Ren cana 

Pembangunan J angka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Ketja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahunn 201 7 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
entang Pedoman Pen usunan Rencana etja Pemerintah 

Daerah Tahun 2019' 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 20 19; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 98 Tah u n 2018 
tentang Sistem Informasi Pembangun an Daerah; 

16. Peratura n Men teri Dalam Negeri Nomor 3 1 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Renca na Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2020 . 

17. Peraturan Daerah Provinsi J awa Barat Nornor 6 Tahun 2009 
te tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
J awa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E , 
Tambaha n Lembaran Daerah Nom or 64) ; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 
2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2009-2029; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 

2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian 
Selatan Tahun 2010-2029; 

20. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan 
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Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E) ; 

21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 
2019 ten tang Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025; 

23 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2011 ten tang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15); 

24. Peraturan Daerah abupaten Tasikmala Nomor 2 Tahun 
20 12 t n tang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Tasikmalaya 20 11-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2) ; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikroalaya Nomor 10 Tahun 
2014 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabu paten 
Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

2 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
20 16 entang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Da rah (Lemba an Daerah Kabupaten Ta ikmalaya Tahun 
2016 ornor 1)-

27. Peraturan . aerah Kabupa en Ta ikmalaya Nomor 3 Tahun 
20 tentang U san Pemerintah yang menjadi Kewenangan 
Pernerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2016 Nomor 3); 

28. Peratu ran Daera Kabupaten Tasikmala a Nomor 5 Tahun 
20 6 tentan g Rencana Pembangunan Jan gka Menengah 
Da rah Kabup ten Tasikmalaya Tabun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 

Nomor 5) ; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmala a Nornor 7 Tahu n 

20 16 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Ka bupaten Tasikmala a (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikm.ala a Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah 
diubah dengan Pe aturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

30. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG RENCANA 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2016 - 2021. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3 . Pemerintah Dae ah K b paten adalah Bupati sebagai uns r penyelenggara 

Pemerintah Daerah ang memimpin p laksanaan urusan pemerintah yang 
menjad' ke enangan daerah otonom; 

4. D an erwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Ie baga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai u nsur 

pe elenggara Pemerintah Daerah; 

5. Renean St ategis Perangkat Daerah yang sela jutnya disingkat Renstra-
Perang Daerah adalah Dokumen Perencanaan Daerah untu k periode 

Tahu 2016 - 2021. 

BAB II 

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS 

Pasal 2 

Sistematika Renstra Perangka t Daerah meliputi: 
1. BAB I PENDAHULUAN; 

2. BAB II MBARAN PELAYA AN PERANGKAT DAERAH; 

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANG T DAE 

4. BAB I TUJ UAN D N SAS RAN; 

5. BAB V TRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 

6. BAB VI RENCANA PROG RAM DAN EGIATAN S ERTA PEND N N; 

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG U RUS AN; DAN 

8. BAB VIn: PE NUTUP. 

BABII! 

lSI DAN URAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasa13 

H ' , 

(1) lsi dan urman Renstra-PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perangkat Daerah untuk 
penetapan 5 (lima) tahun. 
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BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupa ti ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diu n d gkan di S 'ngaparna 
pada tanggal 26 Jlai 2.19 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIK ALAYA 

IIN AMINUDIN 

Ditetapkan di Singaparna .. 
pada tanggal 26 J~~ 2.19 

" IKMALAYA, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 OMOR 71 
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LAMPlRAN I 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

71 Tahuo 2.19 
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 - 2021. 

DAFTAR PENETAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 - 2021 

A. Sekretariat Daerah. 

B. Sekretariat DPRD. 

C. Inspektorat Daerah Kabu ate . 

D. Dinas terdiri atas: 
1. Dinas Pendidikan dan Keb dayaan; 
2. D'nas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; 
3. Di s Pekerjaan Umum, Tata Ru ng, Peru mahan dan Permukim 
4. tuan Polisi Pa ong Praja; 
5 . Dinas Sos'al, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pember ayaan 

erempuan dan Perlindungan ak; 
6. in a s Lingkungan Hidup; 
7. Dinas Kependudukan d n Pencatatan Sipil; 
8. Dinas Perhubungan; 
9. Dinas Komunikasi dan n forma 'ka; 
10. Dinas Kope sa a K i1 Dan Me enga da Tenag Kerja; 
11. Dina s Penanaman odal da P layana Terpadu Satu Pin u; 
12. Dinas Kearsipan dan P rpustakaan ; 
13. Dinas Pariwisata, Pem da dan Olahraga; 
14. Dinas Pertanian, Panga n dan Perikanan; 
15. Din as Perin dustrian dan Perdagangan. 

E. Badan terdiri a tas: 
1. Ba an Pen anggulangan B a Da rah; 
2. Bad n Pere canaan Pembangun an Daerah; 
3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; 
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu sia. 

F. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. 

G. Rumah Sakit Singaparna Medika Center. 


